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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada

mereka.."

( Q.S As-Syura : ayat 38 )
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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987
dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi
Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

I =Tidak dilambangkan U =dl
<« =b L =th
G o=t L =dh

&o=ts & = ‘(koma mengahadap ke atas)



z =h - =f
& =kh S =q
s o=d & =k
3 o =dz J =1
o =T o =m
5 =z O =n
o =S s =w
U =8y > =h
w= =sh $ =y

Hamzah ( <) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (), berbalik dengan koma () untuk
pengganti lambang “g”.

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya Ja menjadi gala
Vokal (i) panjang =1 misalnya Ja menjadi gila

Vokal (u) panjang =0 misalnya 0 menjadi dina
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Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = 5 misalnya J&  menjadi gawlun
Diftong (ay) =« misalnya o menjadi khayrun
D. Ta’ marbiithah (3)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya 4wl i 2.l menjadi
al risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *
dlias ) menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( J\) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Im&m al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kdna wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billdh ‘azza wa jalla.
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F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan
untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi
Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai
kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan
kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun
berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmén

Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Wibowo Saputra. NIM 15230006.  Strategi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, MHI

Kata Kunci: Partisipasi, Pemilih, Strategi,

Komisi Pemilihan Umum Sebagai satu-satunya lembaga negara yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan
Pemilihan Umum, yang kemudian tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-
Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperjelas dengan adanya
PKPUNo. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi
masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang telah tertulis bahwa
KPU mempunyai tugas dalam menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan
penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi
pemilih

Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang
pertama strategi KPU kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi
pemilih, dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam pemilu, dan yang ketiga adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga ahlul-
halli wal- ‘4¢di dalam memilih kepala negara

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu
metode penelitian yang melihat norma dalam artian nyata dalam realita sosial
masyarakat. Yang pendekatannya menggunakan kualitatif karena bahan primer
dari penelitian ini adalah wawancara engan narasumber yang berasal dari KPU
Kabupaten Boyolali, sedangkan sumber sekunder didapat dari studi perundang-
undangan, studi literature, dan studi kepustakaan

Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan KPU Kabupaten
Boyolali agar berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan
kegiatan yang bertemu masyarakat secara langsung, melakukan kegiatan yang
menarik perhatian, mengemas informasi seringan dan semenarik mungkin. Yang
kedua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah pendidikan dan
kesadaran politi, kemudian lembaga ahlul-halli wal- ‘4¢di memilih kepala negara
dengan bermusyawarah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara
tersebut.
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ABSTRACT
Wibowo Saputra. NIM 15230006. The strategy of Boyolali General Election

Commissions in increasing voter participation in general election
2019. Thesis. Department of constitutional law Faculty of Syaria.
Universitas Islam NegeriMaulana Malik lbrahim Malang. Advisor:
Ahmad Wahidi, MHI

Keywords: participation, strategy, voter

General Election Commission As the only state institution authorized by
the 1945 Constitution to hold general elections, the tasks and authorities are then
regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and is clarified by
the existence of PKPUNo. 10 of 2018 concerning Socialization, VVoter Education,
and community participation in the Implementation of General Elections, which
have been written that the KPU has the duty to deliver matters relating to the
holding of elections to the public while increasing voter participation

The focus of the discussion in this study is the first strategy of Boyolali
district KPU in increasing voter participation, and the second is the factors that
influence public participation in elections, and the third is the strategy carried out
by the institutions of ahlul-halli wal-'Aqdi in choosing head of state

This study uses empirical legal research methods, namely a research
method that sees norms in the real sense in the social reality of society. The
approach uses qualitative because the primary material of this study is interviews
with resource persons from the Boyolali Regency KPU, while secondary sources
are obtained from legislative studies, literature studies, and literature studies.

The result of this research is the strategy carried out by Boyolali
Regency KPU in order to succeed in increasing community participation is to
carry out activities that meet the community directly, carry out activities that
attract attention, package information as lightly and attractively as possible. The
second factor that influences community participation is education and politi
awareness, then the institutions of ahl-halli wal-gAqdi elect heads of state by
deliberations that are tailored to the conditions and needs of the country.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah contoh salah satu Negara yang menerapkan
sistem demokrasi. Dalam hal pengelolaannya Indonesia tidak bisa dilepaskan dari
konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh Negara
tersebut.!Kedaulatan rakyat merupakan konsepsi yang berkaitan dengan
kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara.>? Dalam peperintahan demokrasi,
rakyat memiliki kedudukan yang utama karena memiliki kekuasaan tertinggi
dalam suatu Negara. Dalam ajaran kedaulatan rakyat.®* Meyakini bahwa yang
sesungguhnya berdaulat dalam setiap Negara adlah rakyat, dan ajaran kedaulatan

rakyat ini merupakan dasar dari Negara demokrasi . Ajaran kedaulatan rakyat

! Hariyono dkk, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, ( Malang : Setara Pers, 2013),23
2 Jenedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, ( Jakarta: Konstitusi Press) 3

3 Sodikin, Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan ( Jakarta: GramataPublishing:
2014) 19



adalah kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap
pemerintah.* Jika dalam suatu Negara menempatkan rakyat sebagai pemilik
kekusaan tertinggi maka pemerintahan dalam Negara tersebut adalah

pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan kedaulatan rakyat.

Dalam hal pengertian, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal
dari dua kata yakni “demos” yang punya arti rakyat atau penduduk suatu tempat
dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.® Demokrasi
merupakan gabungan dari dua kata yakni demos-cratein atau demos-cratos yang
memiliki arti suatu sistem pemerintah yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat,
dapat dipahami dengan dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat.® Artinya, segala
bentuk kekuasaan itu berasal dari rakyat, rakyatlah yang menentukan dan
memberi arah yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara merupakan wujud pelaksanakan
kedaulatan rakyat dlam penyelenggaran pemerintahan suatau negara.” Demokrasi

mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan sebab dengan

4 Sodikin, Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan ( Jakarta: GramataPublishing:
2014) 19

5 Sodikin, Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan ( Jakarta: GramataPublishing:
2014) 17

® Azyumaardi Azra. Demokrasi , Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani ( Jakarta : ICCE UIN
Jakarta,2000), 110

7 Sodikin, Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan ( Jakarta: GramataPublishing:
2014) 20



demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat

terjamin®

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka
partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari nrakyat untuk terlibat
dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.® Pemilu
merupakan jawaban konkrit dari adanya proses demokrasi dari rakyat dalam
menentukan para pemimpin dan jajarannya di kelembagaan negara. Menurut
Dahlan Thaib, pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat urgen dalam
negara berideologi demokrasi yang mana rakyat bisa ikut berperan aktif dalam
setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sedangkan menurut Jimly
Asshiddigie, dengan pemilu diharapkan kepentingan rakyat bisa tersentuh dan
turut menentukan proses kebijakan kenegaraan.!® Melihat dari uraian tersebut,

menurut Jimly Asshiddigie pemilu memiliki tujuan yakni :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib
dan damai;

2. Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili

kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;

Melaksanakan prinsio kedaulatan reakyat

4. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara

w

Pemilihan umum harus dilakukan secara berkala, karena punya fungsi
sebagai pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Wakilnya tidak akan terpilih

lagi dalam pemilihan umum yang akan dating apabila dianggapo tidak sejalan

8 Moh. Mahfud MD, Demokrasi Konstitusi di Indonesia, ( Yogyakarta: Liberty, 1993) 95

° Winardi, Dinamika Politik Hukum, Malang: Setara Press, 2008) 255

10 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih
Siyasah,(Jakarta Timur : Sinar Grafika,2014),156-157

1 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara ,( Jakarta: RajaGrafindo
Persada,2013),418-419



dengan aspirasi para pemilihnya, dalam melaksanakan fungsinya. Begitu juga,
“penunjukan wakil-wakil rakyat yang diselenggarakan melalui suatu pemilihan
umum, harus memberikan jaminan sebesar-besarnya, bahwa wakil-wakil yang
terpilih itu memang sungguh-sungguh memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu
mereka dipercayai oleh pemilih sebagai orang jujur dan sanggup memperjuangkan

kepentingan mereka'?

Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

3

pasal 22 E (5) yang berbunyi “ pemilihan umum diselengarakan oleh suatau
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” yang secara

gambling melegitimasi Komisi Pemilihan Umum itu sendiri

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk meujudkan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat
Demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat LUBER JURDIL hanya dapat
terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta
memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.
Penyelenggaraan pemilu lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas,
sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017

tentang Pemilihan Umum. 3

KPU merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam

menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Semua aspek yang berkaitan dengan

125.M Amin, Demokrasi Selayang Pandang, (Jakarta: Paramita, 1976) 5
13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU. Sebagai lembaga yang
bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan
KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah
partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara ini.
Semakin partisipasi masyarakat meningkat maka kualitas pemilu juga akan
meningkat dalam hal jumlah suara yang diperoleh, partisipasi ini merupakan
wadah untuk pembelajaran politik bagi masyarakat secara langsung maupun tak

langsung.

Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Undang-Undang No 7 tahun
2017 tentang pemilihan umum pasal 18 ayat j yang berbunyi “mensosialisasi kan
penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat™'*. KPU dalam hal ini KPU
Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk mensosialisasikan segala hal terkait teknis
pemilihan umum kepada masyarakat.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17
tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.*>. Para pemilih terdiri
dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih®. Pemilih pada

pemilu adalah semua warga negara Indonesia yang memiliki sifat dan karakter,

14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
16 Sekretariat jendral KPU, Pemilu Untuk Pemula, (Komisi Pemilihan Umum, Jakarta:2010) 48



latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Berbagai latar belakang diantara mereka berasal dari kalangan terpelajar, berstatus
ekonomi baik, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator
implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat,
yang dimanifestasikan keterlibataan mereka dalam pemilihan umum tahun 2019.
Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat
mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.
Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya
mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat kepada
masalah kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direflesikan
dalam sikap golongan putih dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi,
tentunya sikap golput akan berdampak pada pembangunan kualitas demokrasi
sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi Pemilihan Umum tanggal 17
April 2019

Kabupaten Boyolali adalah salah satu Kabupaten di Provinsi di Jawa
Tengah yang mempunyai luas sekitar 1.015 km? yang terbagi kedalam 19
Kecamatan'’ dengan jumlah penduduk 974.579 ditahun 2017 dengan kenaikan
laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 0,54%® Pada Pemilu tahun 2014
partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali dalam pemilihan presiden dan Wakil

Presiden sebesar 609.377 dari jumlah seluruh pemilihy sebesar 806.819 atau

17 Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali
18 Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali



sebesar 75,53% *° dari target di Nasional KPU RI adalah minimal 75%. Pada
Pemilihan Gubernur Tahun 2018 Kabupaten Boyolali berada di urutan 9 dari 35
Kabupaten/Kota di Jawa tengah dalam hal angka partisipasi sebesar 74,90%%
dengan jumlah pemilih total sebesar 781.650 dengan partisipasi sebesar585.476

jiwa. Apabila diamati terjadi penurunan sebesar 0.63%.

Pada tanggal 17 April 2019 adalah puncak pesta demokrasi dinegara
Indonesia telah berlangsung pemilihan umum serentak memilih wakil rakyat di
DPRD, DPD, dan Presiden dan wakilnya. Kabupaten Boyolali mempunyai
kewajiban dan tugas menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Boyolali
dengan Sukses. Sebagaimana paparan penulis diatas, bahwa sanya salah satu
tugas wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam lingkup ini KPU Kabupaten
Boyolali adalah melakukan sosialisi masalah pemilihan umum kepada masyarakat
dengan Jumlah yang tidak sedikit, KPU Kabupaten Boyolali mempunyai
kewajiaban untuk mengajak para masyarakat ini untuk ikut andil dalam pemilihan
umum tahun 2019. Dengan track record di pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden di tahun 2014 kemudian pemilihan Gubernur di Tahun 2018 yang
mengalami Penurunan sebesar 0.63% . menjadi “PR” tersendiri bagi KPU

Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kemudian yang menjadi alasan kenapa penulis mengangkat masalah ini

adalah ingin mengetahui bagaimana strategi dari KPU Kabupaten Boyolali dalam

19 Dari jumlah daftar pemilih tetap KPU Boyolali sejumlah 806.819, angka partisipasi yang ikut
andil memberikan suara adalah sejumlah 609.377
20 Data rekapitulasi Pemilihan Gubernur KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



mengajak para pemilih yang dengan background pendidikan dan pola pikir yang

berbeda sehingga mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2019 ini,

Selain strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali itu sendiri akan
dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan kajian hukum islam yakni
dikaitkan dengan Siyasah Dusturiyah yang mengatur tentang bentuk pemerintahan
dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang
lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak wajib bagi individu dan

masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat?!

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas
hal tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul : “Strategi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019~

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan tadi maka penulis

merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 ?

2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam
meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019?

3. Bagaimana strategi lembaga Ahlul Halli Wal-‘4gdi dalam memilih

Kelapa Negara ?

2L Suyuti Pulungan, Figh Siyasah (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada 1997) 40



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang ada, penulis memiliki tujuan
penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan
partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019

3. Untuk mengetahui strategi lembaga Ahlul Halli Wal- ‘4gdi dalam memilih
Kelapa Negara

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat
secara teoritis dan praktis:
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuann ilmu dibidang
ketatanegaraan, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para
pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan
partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada. Serta memberikan pengetahuan
dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran
kepada para calon sarjana hukum, khususnya dalam bidang pemilihan
umum.

2. Manfaat Praktis
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Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan
masukan atau sumbangsih kepada akademisi hukum agar lebih paham dan
tahu unsur unsur hukum yang ada di dalamnya. hingga diharapkan
penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

E. Definisi Operasional
Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberi

Batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam
definisi operasional, dirumuskan beberapa definisi operasional yang
digunakan oleh peneliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pembaca dapat
memahami dan mengikuti dengan jelas apa yang dimaksud dari penelitian ini,
maka dari itu peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah yang
terdapat dalam judul proposal ini, antara lain:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan
pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam
kurun waktu tertentu.??

2. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17
tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali adalah Penyelenggara

Pemillihan Umum di Kabupaten Boyolali

F. Sistematika Pembahasan

22 https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi diakses tanggal 1 mei 2019
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Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, sehingga sistematika
penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

BAB pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini membahas
mengenai latar belakang ditulisnya skripsi ini, dalam bab ini dipaparkan arti
pentingnya partisipasi politik dalam Pemilihan Umum pada pemilih pemula. Pada
bab ini pula terdapat rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, dan
sistematika pembahasan

BAB kedua merupakan tinjuan pustaka. Dalam bab ini berisi sub bab
penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk
memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam bab
ini dipaprkan mengenai tinajauan umum tentang pemilu hingga pembahasan
mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

BAB ketiga merupakan metodologi penelitian. Dalam bab ini penulis
memaparkan metode penelitian. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian,
lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode oengumpulan data, dan teknik
pengolahan data, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini

BAB keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bagian
ini memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori
yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Mulai dari gambaran umum
tentang KPU Kabupaten Boyolali, kemudian pemaparan hasil temuan data yang

didapat dari hasil penelitian di KPU Kabupaten Boyolali,
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BAB kelima merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan atas
apa yang telah didapatkan atas penelitiannya, saran untuk Memfollow up hasil

penelitian bersangkutan agar bermanfaat bagi lembaga terkait dan masyarakat.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada,

penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang peran KPU.

Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut :

1) Skripsi yang berjudul “Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan
Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017” yang
ditulis oleh Satrio Sakti Darmawan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
llmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Penulis
menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif,
sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan dan

studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung

13



2)
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dan juga wawancara secara mendalam, dan terpimpin kepada narasumber
dari pihak kpu. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang digunakan oleh
KPU Kota Serang untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih antara lain:
Anggota KPU Kota Serang saling bekerja sama dalam melaksanakan
Pilkada, Bimbingan teknis dan Pelatihan yang berkelanjutanuntuk
meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Pilkada Banten Tahun 2017.
Pencapaian strategi yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor-
faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran yang
dimiliki KPUZ

Skripsi yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk
meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat ( Analisis Dalam Pemilihan
Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015 )” yang ditulis oleh
Sirajul Munir, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penulis menggunakan penelitian
lapangan dengan pendekatan yuridis sosiolagi, mengenai peran komisi
pemilihan umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik
masyarakat, sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya berupa studi
lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi
secara langsung dan juga wawancara secara mendalam, dan terpimpin
kepada narasumber dari pihak kpu. Hasil penelitian menunjukkan peran
komisi pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi politik

masyarakat bahwa dalam menarik partisipasi masyarakat KPU Kabupaten

23 Qatrio Sakti Darmawan, “Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa Serang,2018
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Sumenep memiliki strategi dengan melibatkan kelompok strategis. Seperti
PPK ( Panitia Pemungutan Suara ), tokoh masyarakat, organisasi
kepemudaan, organisasi mahasiswa, tokoh agama. KPU bersama
kelompok strategis tersebut bekerja sama mensosialisasikan pemilihan
kepala daerah dengan beberapa metode sosialisasi seperti tatap muka,
media masa, media social, mobilisasi serta bentuk lain yang memudahkan
masyarakat dalam memperoleh informasi pemilihan dengan baik. Tentu
saja KPU menemukan kendala antara lain, minimnya tenaga sosialisasi,
tidak terakomodasinya suara pemilik suara yang merantau, serta adanya
kekecaewaan terhadap pemilihan umum sebelumnya,*

Skripsi yang berjudul “Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk
Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kabupaten
Bantul Tahun 2015” ditulis oleh Novendi Setiawan, mahasiswa
Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Penulis menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode penelitian sosiologis empiris. Hasil penelitian
dari skripsi ini yakni, yang pertama perencanaan strategi KPU Bantul
dengan cara pertama identifikasi misi KPU Bantul, yang kedua analisis
lingkungan strategi dengan analisis SWOT. Hasil yang didapatkan antara
lain meningkatkan kualitas kerjasama antar anggota KPU maupun dari
luar anggota KPU, menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku
serta anggota KPU untuk memaksimalkan kemampuan

berteknologiinternet. Adapau cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih

24 Sirajul Munir “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi Politik
Masyarakat ( Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015 )”
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
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pemula di Pilkada 2015 antara lain: memaksimalkan kemampuan media

elektronik dan media

internet untuk bersosialisasi,

Meningkatkan

kerjasama organisasi terkait untuk bersosialisasi dan Validasi Data

Pemilih®
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
NO | NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN
1 Satrio Sakti | “Strategi Sama-sama - Objek yang
Darmawan | KPU  Kota | membahas Strategi berbeda skripsi
Serang Untuk | KPU dalam ini  mengambil
Meningkatka | meningkatkan objek di Serang
n Partisipasi | partisipasi sedangkan
Pemilih skripsi yang
Dalam akan ditulis ini
Pilkada di  Kabupaten
Gubernur Boyolali
Banten - Penulis  akan
Tahun 2017” menganalisis
menggunakan
hukum Islam
2 Sirajul Peran Komisi | Bahasan yang |- Lokasi

% Novendi Setiawan“Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Pemula Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015” Universitas Muhamadiyah Yogyakarta,

2015
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Munir Pemilihan dibahas sama- Penelitian
Umum sama tentang cara | Obyek yang
(KPU) untuk | dan strategi yang | diamati lebih luas
meningkatka | digunakan oleh | yakni  partisipasi
n partisipasi | KPU untk | masyarakat di
Politik meningkatkan Kabupaten
Masyarakat ( | partisipasi  politik | Sumenep,
Analisis masyarakat Sedangkan  yang
Dalam akan penulis teliti
Pemilihan adalah di
Kepala masyarakat
Daerah di Kabupaten
Kabupaten Boyolali
Sumenep
Tahun 2015)

Novendi “Strategi Sama-sama Skripsi ini

Setiawan KPU membahas mengambil tempat
Kabupaten mengenai Strategi di Kabupaten

Bantul Untuk
Meningkatka
n Partisipasi
Pemilih

Pemula

KPU dalam
meningkatkan
partisipasi

masyarakat

Bantul sedasngkan
yang akanpenulis
teliti adalah di
Kabupaten

Boyolali
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Dalam
Pilkada
Kabupaten
Bantul Tahun

2015~

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah di temukan oleh
penulis dari yang pembahasan nya memiliki bahasan yang sama yaitu
Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di
Pemiliahn Umum,dari penelitian penelitian yang sebelumnya kebanyakan
membahas mengenai Peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik
masyarakat secara umum, oleh sebab itu penulis mengambil bahasan

mengenai partisipasi pemilih pemula di dalam Pemilukada.

B. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Strategi

a. Strategi

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang artinya
sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan
suatau peperangan. Strategi digunakan unruk memperoleh kesuksesan

atau keberhasilan dalam mencapai tujuan?. Strategi adalah seni dan ilmu

% Sanjaya, Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar, (Jakarta:Prenada 2008) h. 126
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untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan

lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya?’

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

1. Pengertian umum
Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang
berfokus pada tujuan jangka organisasi, disertai penyusunan suatu cara
atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai

2. Pengertian khusus
Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa
meningkat) dan terus menerus , serta dilakukan berdasarkan sudut
pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa
depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa

yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi

Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang
disusun dan disiapkan dalam suatau rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk
mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kelemahan
dan kekuatan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses
untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan

sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

Strategi yang baik, memiliki beberaapa dimensi tim kerja, mmiliki

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-

2" F.R David, Manajemen Strategis ( Jakarta: Salembat Empat,2006)h. 5
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prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan

memiliki taktik untuk mecapai tujuan secara efektif

b. Bentuk Strategi
Menurut Newman?®, terdapat empat pilihan strategi, yaitu:

1. Strategi Penguatan
Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih
karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja
politik selama mengemban jabatan public tertentu

2. Strategi Rasionalisasi
Strategi yang dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah
memilih kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang
disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra
tersebut

3. Strategi Bujukan
Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan
memiliki citra tertentu tapi juga memiliki inerja yang cocok dengan citra
lainnya

4. Strategi Konfrontasi
Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan
dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian

kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

28 Andrianus Pito, Toni dkk, Mengenal Teori-Teori Politik, (Bandung: Nuansa, 2013),h. 211-212
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c. Manajemen Strategi
Menurut Nuryadin®®, Manajemen strategi adalah proses pengarahan usaha
perencanaan strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin
kesuksesan organisasi dalam jangka waktu panjang”. Manajemen strategis
adalah pendekatan sistematis yang utama dan bertanggung jawab penting dari
manajemen umum untuk posisi dan berhubungan organisasi dengan
lingkungannya dalam cara yang akan memastikan kesuksesan dan
membuatnya aman dari kejutan. Manajemen strategi memegang peran
penting dalam organisasi untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif
dan efisien.
Makna dari Manajemen strategi yang diterapkan dalam satu organisasi * :
1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektrif
dan efisien
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta
melakukan berbagai penyesuaian san koreksi jika terdapat
penyimpangan didalam pelaksanaan strategi
3. Memperbarui strategi yang dirumuskan adar sesuai dengan
perkembangan lingkungan eksternal
4. Meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang

ada
5. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar sesuai dengan zaman

Penentuan strategi oleh KPU melalui proses manajemen strategi terdiri dari

tahapan:

1. Perumusan Strategi
Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang

mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang

23 A. Nuryadin, Manajemen Perusahaan,( Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012), h.27
%0 Eddi Yunus, Manajemen Strategis (Yogyakarta : Andi,2016)h. 18
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eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan
internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi
alternative, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan
Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi,
penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang
berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan,
menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber
daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini
dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan
struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang
dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem
informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja
organisasi

Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer
sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja
dengan baik, evaluasi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses
evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian
yang mendasar yaitu : peninjauan ulang faktor-faktor ekternal dan internal
yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran Kkerja, dan

pengambilan langkah korektif.
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2. Tinjauan Umum Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 31

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, dimana para
peserta pemilu menawarkan janji-janji dan programnya pada masa
kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan
menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan,
proses penghitungan dimulai. Pemenang ditentukan oleh aturan main atau
sistem penentuan pemenang Yyang sebelumnya telah ditetapkan dan
disetujui oleh peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses
pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi

b. Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan
diantaranya sebagai berikut :

1. Langsung

31 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak
untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai

dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh
warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-
bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan,
kedaerahan, dan status sosial yang lain.

Bebas
Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi

persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas
menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa
aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

Rahasia
Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih

dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya
pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain
kepada siapa pun suaranya diberikan

. Jujur
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus

bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan
peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta

bebas dari kecurangan pihak manapun.
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c. Hak Pilih dalam Pemilu
Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam
Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan
umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

1. Hak pilih aktif (hak memilih)
2. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara
sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin,
mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah
mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah
terdaftar sebagai pemilih.®?

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat
terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

1. tidak terganggu jiwa/ ingatannya;

2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang
warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan

tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.®

%2 Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif),
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, him. 168.
33 Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif),
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, him. 168.
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2. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

a.

Pengertian Partisipasi Politik
Meurut Miriam Budiarjo partisipasi politik dapat didefiniikan
sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pimpinan
Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan
pemerinta/Negara.3* Konsep partisipasi politik di Negara demokratis
didasari bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakaan
melalui kegiatan bersama untuk menentukan masa depan bersama.®
Bentuk partisipasi politik antara lain yakni mengikuti pemilu, menghadiri
rapat umum, menjadi anggota partai. Dari pengertian mengenai partisipasi
politik tadi, Ramlan Surbakti menyimpulkan ada beberapa kriteria
partisipasi politik, yaitu :3
1. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan
sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan
dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga
negara biasa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung
3. Kegiatan tersebut betujuan untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk
tekanan, bahkan penolakan terhadap keberadaan figure pelaku
politik dan pemerintahan
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi

pemerintahan tanpa peduli tingkat kberhasilan/ kegagalan dari efek
yang timbul

% Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society, (Yogyakarta: Graha llmu 2012)

63

% Miriam Budiarjo, PArtisipasi dan Partai Poltik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisike 3 ,

1998) 3

3% Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society, (Yogyakarta: Graha llmu 2012)

64
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5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan
tanpa kekerasan maupun dengan cara yang diluar prosedur yang
wajar dan berupa kekerasan

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik
Terdapat banyak hal yang mempengaruhi partisipasi seseorang

dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Myron Weiner paling tidak ada 5

faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas

dalam proses politik ini:3’

1. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada
komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi,
peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan
media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya
partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta
dalam kekuasaan politik. Mereka ini misalnya kaum buruh, para,
pedagang dan para profesional.

2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini
adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin
meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja
dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi
kebijakan- kebijakan pemerintah.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-

ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan

tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

37 Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional, SIC,
Surabaya, 2002, him: 128.
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4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin
politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk
mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan
massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi Yyang
dimobilisasikan.

5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan
sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas
pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang
terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan
keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan
pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

3. Tinjauan tentang Komisi Pemilihan Umum
a. Definisi Komisi Pemilihan Umum
Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum

adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga
dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat

(9) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara

pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU

Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas

melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (10)).%®

38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
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KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat
independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia
yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen.
Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antaralain seperti
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan
lain sebagainya.

KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai
penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak
dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan
dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary
state body, sedang lembaga negara utama disebut pula main state organ.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam
melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat
diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU
No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring
berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya
penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut
untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi
undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya

penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang
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Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula
UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU
No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang
Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No.
15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu , Kemudian Undang Undang ii
digantikan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
umum, lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam
mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
Panitia Pengawas Pemilu Lapangan.

Pengawas Pemilu Lapangan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP).
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

10. Panitia pemungutan Suara (PPS).

11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
13. Kelompok Pnyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

CONCOR RO ROIR- S RCORNOR I

b. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: —Terwujudnya Komisi
Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya
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demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesial. Visi tersebut kemudian

dijabarkan menjadi 5 (lima) misi yaitu:®

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

3. Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,
efisien dan efektif;

5. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil
dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

6. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis.

c. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum.
Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur bahwa.
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap dan mandiril.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan
wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur

dalam UU Nomor 7 tahun 2017, yaitu:

39 Diakses dari www.kpu.go.id tanggal 10 februari 2019
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1. KPU bertugas:

a.

K.

merencanakan program dan anggaran serta menetapkan
jadwal;

menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan
memantau semua tahapan pemilu;

menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu
terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah  dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada
saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;

mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD,
dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas
temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau
sengketa Pemilu;

menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada
masyarakat;

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu; dan

melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU berwenang:

a.

o

menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
menetapkan peserta Pemilu;

menetapkan dan  mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk
Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu
anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di
setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
hasil penghitungan suarg;

menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil
Pemilu dan mengumumkannya;
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menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah Kursi
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota;

menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan ;

membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
PPLN;

mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU
Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota
PPLN;

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU
Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan
Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana
Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan
dana Kampanye Pemilu; dan

melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KPU berkewajiban:

a.

b.
C.

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
secara tepat waktu;

memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu
kepada masyarakat;

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut
dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan
tembusan kepada Bawaslu;
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h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada
Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan
sumpah/janji pejabat;

j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas
pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;

k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

I. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih
secara berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

m. melaksanakan putusan DKPP; dan

n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. Peranan KPU dalam meningkatkan Partisipasi Politik

Peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik bisa dipahami
sebagai pelaksanaan tugas/wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik
KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas
melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan
wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi
yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan
teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai
manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang

cerdas.

Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur didalam UU
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada KPU pusat diatur di Pasal 12 ayat (1)
huruf j, dan pasal 14 ayat (1) huruf c. KPU Provinsi diatur di Pasal 15 ayat (1)

huruf j, dan pasal 17 ayat (1) huruf c. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur di
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Pasal 18 ayat (1) huruf j, dan pasal 20 ayat (1) huruf c. Kesemuanya tadi mengatur
mengenai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

5. Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua
kata yakni “Siyasah” dan “dusturiyah”. Kata “Siyasah” secara bahsa
berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan
memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Secara terminology kata siyasah menurut pendapat Syaikh Bdul
Wahab Khallaf ialah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
Sedangkan kata “ Dusturiyah” sendiri secara bahsa berasal dari kata
“dustur” yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan dasar
dan hubungan kerjasama antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah
negara baik yang tertulis ( Konstitusi ) maupun yang tidak tertulis
(Konvensi)*

Dari pengertian diatas dapat dismpulkan bahwa siyasah dusturiyah
yakni cabang figh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan
negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain konsep-konsep

konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan oilar

40 Muhammad Igbal, Figh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ( Jakarta :Gaya media
Persada, 2001),153
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penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga
membahsa mengenai konsep negara hokum dalam siyasah dan hubungan
timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga
negara yang wajib dilindungi!
b. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang
utama dijadikan dasar dalam menentukan hokum. Al-Qur’an merupakan
kalam Allah ysng berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam
hokum didalamnya. Karena Al-Qur’an diyakini berasal dari Allah dan
teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya
sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.*? Para tokoh muslim
banyak mencatat bahwasanya Al-Qur’an merupakan satu-satunya
sumber yang paling tinggi dalam menentukan hokum-hukum lainnya,
karena Al-Qur’an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan
apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-
Qur’an yang berkenaan dengan pemimpin terkait pembahasan siyasah

dusturiyah ialah, Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 :

41 Muhammad Igbal, Figh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ( Jakarta :Gaya media
Persada, 2001),154

42Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan
Islam ( Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51
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R b Ea PR L I TA F FO I PC A . N JEN R IR e P
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j—)ﬁ Cadls
“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah
Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang
membudaya atau sutu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh
masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku
maupun ketetapan nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan
oleh beberapa orang yang tau langsung kejadiannya tersebut dan
disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari
perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perwai yang
berkesinambungan®?
3. Ijma’ ( Konsensus)

Dalam hokum Islam, ijma’ merupakan suatu keputusan bersama
untuk menentukan suatu hokum yang baik demi kemaslahatan umat dengan
cara musyawarah. Musywarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama,

mufti, ahli figh maupun jajaran pemerintahan.  Apabila di dalam

4 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis lbnu Taimiyah Tentang Pemerintahan
Islam ( Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 53
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musyawarah tersebut ada beberapa yang tidak setuju dengan hasil keputusan
mayoritas peserta musyawarah, maka ijma’ tersebut dinyatakan batal.**
4. Qiyas
Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan
suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku
tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan posistif atau negative
antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya
dengan suatu prinsip umum.* Metode ini biasanya dipergunakan untuk
menentukan hokum yang jelas ada berbagai permasalahan ysng banyak
dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran
maupun hadits yang sekiranya sama bentuk perbuatan hokum yang
dihadapi.
c. Kewajiban Mengangkat Kepala Negara
Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan maka kewajibannya adalah
wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang
yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu
gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorangpun yang menjabatnya maka
kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia: pertama adalah orang-
prang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam,
kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara

sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan

4 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan
Islam ( Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 55
4 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis lbnu Taimiyah Tentang Pemerintahan
Islam ( Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 55
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tersebut. Adapun orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak
bersalah atas penundaan pengangkatan kepala negara. Jika individu-individu
(yang bertugas melakukan pengangkatan kepala negara) dari dua kelompok ini
telah diketahui maka masing-masing mereka harus memenuhi kriteria dan
kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menjalankan tugas
itu.

Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat berikut ini :

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan ( al- ‘adalah) memenuhi
semua Kriteria

2. la mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu
mengetahui siapa yang berhak adan pantas untuk memangku
jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya

3. la mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya
dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan
kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam
membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.
Orang yang berdomisili di wilayah yang sama dengan domisili
kepala negara tidak mempunyai keistimewaan tersendiri
dibandingkan orang-orang yang tinggal di wilayah lain, namun
mereka itu biasanya dapat terlibat dalam pengangkatan kepala
negara karena mereka lebih cepat tahu tentang kematian kepala
negara sebelumnya, juga karena orang yang pantas memangku

jabatan kepala negara biasanya berada diwilayah itu
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d. Syarat Calon Kepala Negara

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki

tujuh syarat berikut ini :

1.

2.

Keseimbangan yang memenuhi seluruh kriteria

la mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat
melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang
timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

Pancaindranya lengkap dan sehat- dari pendengaran, penglihatan,
lidah, dan sebagainya- sehingga ia dapat menangkap dengan benar
dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.

Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang
menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun

Visi pemikirannya baik sehigga ia dapat menciptakan kebijakan
bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

la mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang
membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.

la mempunyai nasib dari suku Quraisy karena adanya nash tentang

hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang maslah itu

e. Konsep Pemilihan Imam oleh Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd

Secara harfiyah , ahl al-hall wa al-aqd berarti orang yang dapat memutus

dan mengikat. Para ahli siyasah merumuskan pengertia ahl al-hall wa al-aqd

sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menentukan

sesuatu atas nama umat (wara negara)
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Beberapa pengertian ahl al-hall wa al-aqd diantaranya sebagai berikut :

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut
pula dengan ahl al-ikhtiyar

2. Orang —orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan
mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama figh untuk sebutan bagi
orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati
nurani rakyat

3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-
masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang
berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan
kepemimpinan sebagai kepala negara, suku, atau golongan.

4. Ahl al-hall wa al-agd adalah para ulama, para kepala, para pemuka
masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha
mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Ahl al-hall wa al-agd merupakan orang yang berkecimpung langsung
dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka
menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas,konsekuen, takwa bdan adil,
dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka didalam memperjugangkan
kepentingan rakyat

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi apabila ahl al-hall wa
al-aqd berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang

berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan
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orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak
rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatannya
Tugas dari lembaga ahl al-hall wa al-aqd ialah
a. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah
b. Tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah
c. Tugas untuk membuat undang-undang*®
Wewenang ahl al-hall wa al-aqd sebagai berikut:
a. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk
memilih dan membaiat imam
b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat
c. Membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh didalam
hal-hal yang tidak diatur secara tegas di Al-Quran dan Hadits

d. Tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakan
e. Mengawasi jalannya pemerintahan

Sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua acara:
1. Dipilih oleh kalangan ahlul-halli wal- ‘agdi

2. Penyerahan mandate dari kepala negara sebelumnya

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan ahlul-halli wal- ‘aqdi, telah
diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan

pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Satu kelompok, berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah jika dengan
keikutsertaan mayoritas ahlul-halli wal-‘aqdi dari seluruh negeri sehingga
kepemimpinannya itu mendapatkan penerimaan secara tulus dan pengakuan
secara umum. Mazhab ini tertolak dengan adanya fakta baiat Abu Bakar r.a. untuk
memangku kekhalifahan, yang hanya berdasarkan pemilihan orang-orang yang
ada bersamanya dan pelaksanaan baiatnya itu tidak menunggu datangnya orang-

orang yang tidak berada di tempat saat itu.

4 Abdul Qadir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, 191
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Kelompok yang lain berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapt
mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk
mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang yang
mencalonkan sesorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya.

Pendapat ini didasari oleh dua hal berikut:

a. Baiat Abu Bakar r.a. dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk
mengangkatnyadan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain.
Mereka adalah Umar Ibnu Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin
Hudhair, Basyar bin Sa’ad dan Salim Maula abi Huzaifah r.a

b. Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat, agar
satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan
persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas fugaha

dan mutakalimin dari penduduk Basrah.

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa
pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku
jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan
dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah

dan dua orang saksi.

Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang
karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat

kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw. Telah mambaiat
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anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah

hukum, dan hukum satu orang dapat sah.



BAB |11
METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara
ilmiyah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu cara ilmiyah, data
dengan tujuan dan kegunaan.*” Penelitian sendiri memiliki makna yang cukup
luas, penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang secara sistematis atau
terarah, dengan menggunakan metode ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun

kuantitatif eksperimental .8

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis

empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan

47 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung : Alfabeta 2013)h.2
4 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan ,(Bandung : Rosda Karya 2011)h.5
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mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya
bekerjanya hukum dalam masyarakay. Alasan penelitian ini masuk dalam
kategori penelitian yuridis empiris adalah karena penulis terjun langsung
kelapangan dan mencari data langsung dari lapangan, kemudian melihat hukum
dalam artian nyata dimasyarakat. Adapun objek penelitian ini adalah strategi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019. Dan lokasi pengambilan data yaitu di
KPU Kabupaten Boyolali

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau
biasa disebut dengan qualitative research, dengan spesifikasi penelitian dekriptif
analitis.  Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk
mengungkap gejala secara holistic-kontekstual ( secara menyeluruh dan sesuai

dengan apa adanya) .

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan
kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-
angaka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan dan

dokumen-dokumen lainya.
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3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan
penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi yang penelitian
ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang beralamatkan di JI.
Perintis Kemerdekaan No0.16, Bangunharjo, Siswodipuran, Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah 57316. Alasan mengambil lokasi penelitian disini adalah
karena ada kenaikan yang siginifikan pada angka partisipasi pemilih sebesar
75,53% menjadi 84% ditahun 2019, kemudian penulis mengangkat strategi yang
dilakukan KPU Kabupaten Boyolali sehingga dapat mengalami kenaikan pada
angka partisipasi.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer,
yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi
untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang digunakan adalah
informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.*® Sedangkan
sumber data adalah tempat didapatkannya data yang di inginkan. Berkaitan

dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui
wawancara dari para nara sumber, Diantaranya data dari Kepala Sub.

Bagian Teknis dan Hupmas, kepala Sub. Bagian Hukum KPU Kabupaten

49 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,
(Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 28.
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Boyolali, Ketua Komisioner KPU, Komisioner KPU Kabupaten Boyolali
bagian SDM dan PARMAS
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang nantinya
akan mendukung hasil penelitian.
5. Metode Pengumpulan Data
Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti

mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan
bertanya langsung kepada informan.®® Dengan kegiatan wawancara peneliti
mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Dalam
melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan pertanyan-pertanyaan sesuai
dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan
yang dianggap perlu ketika wawancara. Pencatatan data utama ini peniliti lakukan

melalui wawancara dengan kepala sub bagian KPU Kabupaten Boyolali

Tabel 3.1
Daftar Informan
No Nama Informan Jabatan
1. Rizki Verianti SE Kepala Sub. Bagian Teknis
dan Hupmas
2. Febrika Indriati SH Kepala Sub. Bagian Hukum

50 Amiruddin. Pengantar Penelitan hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). 270
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3. Ali Fahrudin Ketua KPU Kabupaten
Boyolali
4. Muh. Abdullah Komisioner KPU Kabupaten

Boyolali bagian SDM dan

PARMAS

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumendokumen dan
literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data
melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan
dokumen-dokumen yang terkait Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya
prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang
digunakan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik
analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non
statistic atau analisis (content analysis).>*Adapun proses analisis data yang

peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

51 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2006), h. 31.
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a. Pemeriksaan Data ( editing )

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal
penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti
akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari
responden,  oleh Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah
menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena
kenyataan bahwa data yang terhimpun seringkali belum memenuhi
harapan peneliti. Beberapa diantaranya ada data yang terlewatkan.®? Oleh
karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing sangat
diperlukan dalam mengurangi datayang tidak sesuai dengan tema
penelitian ini, Strategi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali
dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019

b. Klasifikasi (classifiying),
yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian
diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh
terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh

dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rieneka Cipta,
2002) 182
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Verifikasi ( Verifiying )

Verikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti
untuk memperoleh data dan informan dari lapangan. Dalam hal ini peneliti
memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disingkronkan dengan
melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh

keabsahan data valid.

Analisis( Analyzing )

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif
sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat
menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah
melalui beberapa tahap di atas kemudian disususn secara teratur sehingga

dapat dipahami.

Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah
penjabarannya di penelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk
menjawab latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis. Yaitu
menjelaskan Strategi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali dalam

meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Lokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali terletak di JI.

Perintis Kemerdekaan No0.16, Bangunharjo, Siswodipuran, Boyolali,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57316,

2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
a. Visi:
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL
b. Misi:
1. Membangun SDM vyang Kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional,

52
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2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian
hokum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat organisasi dalam ketatanegaraan
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai
kode etik penyelenggara pemilu
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntaben dan aksesable.
. Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten Boyolali
Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum pasal 10, maka Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Boyolali
adalah sebagi berikut:
Tugas dan wewenang KPU  Kabupaten/Kota  dalam

penyelenggaraan Pemilu meliputi:

KPU Kabupaten /Kota bertugas:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten\Kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dan anggota DPRD Provinsiserta anggota DPRD
Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
rekapitulasi suara di PPK;

Membeuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sessuai
dengan alokasi  jumlah  kursi  setiap daerah  pemilihan
diKabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oelh Bawaslu kabupaten/kota

Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;



55

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

Menetapkan jadwal di kabupaten/Kota

Membentuk PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;

Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu
anggota DPRD Kabupaten\Kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan
suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan
sertifikat rekapitulasi suara

Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
Menjatuhkan  sanksi ~ administrative  dan/atau  menonaktifkan
sementaraanggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahahapan
Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan
Bawaslu Provinsi, dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
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Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;

Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat

Melaporkan pertangungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraarturan perundang-undangan

Menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban semua Kkegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang
disususun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan
Arsip Nasional Republik Indopnesia;

Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
ketentuan perarturan perundang-undangan’

Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan
tembusannya kepada Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/Kota dan
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
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Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/Kota kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah rekapitulasi di Kapbupaten/Kota

Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan putusan DKPP; dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan peundang-undangan

4. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Boyolali
Gambar 4.1
ALl FAHRUDIN
Al
J PARDIMAN MUH. ABDULLAH SITI ULFAH MAYA YUDAUANTI
T E— " -

Sumber : KPU Kabupaten Boyolali

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



58

B. Analisis dan Paparan Data
1. Strategi KPU Kabupaten Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi

Pemilih

Seperti yang dipaparkan di latar belakang bahwa angka partisipasi
masyarakat Boyolali mengalami penurunan sebesar 0,63% pada tahun 2018. Pada
tahun 2019 sebanyak 820.707° orang telah terdaftar sebagai pemilih di pemilu
tahun 2019. Tentu dalam hal ini menjadi tugas dari KPU Kabupaten Boyolali
untuk lebih memperhatikan peningkatan perolehan angka partisipasi politik
pemilih KPU sebagai pelaksana dari pemilihan umum harus memiliki berbagai
strategi agar di tahun 2019 ini partisipasi masyarakat bisa meningkat.

seperti yang telah dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Boyolali Bapak
Ali Fahrudin:

“jika dibandingkan tahun 2014, pemilih pemula ditahun ini memang lebih
aktif, lebih ingin tau dan sangat semangat untuk mengikuti proses
pemilihan umum ini, selain memang banyak sekali media sekarang ini
baik media cetak, social media itu sendiri yang mencerminkan millennil
banget, ini yang KPU memang perlu soroti dan pikirkan, bagaimana KPU
bisa masuk didalam frekuensi mereka (milenial), sehingga KPU punya
strategi yang pas untuk pemilih pemula ini, ada berbagai bentuk strategi
yang kami lakukan. Memang benar di tahun 2014 ke tahun 2018
mengalami penurunan meski tidak besar namun kami juga harus tetap
bekerja ekstra dalam merumuskan strategi dan program kerja. Dalam
nenyusun program kita memperhatikan 3 hal mas yang pertama formulasi
jangka panjang, yang kedua pemilihan tindakan , yang ketiga alokasi
sumber daya.

Melihat dari apa yang disampaikan oelh naarasumber maka Kita ketahui

bahwa KPU Kabupaten Boyolali juga memikirkan strategi bagaimana cara untuk

53 Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara KPU Kabupaten Boyolali Tahun 2019
54 Ali fahruddin, Wawancara, (Boyolali 14 Mei 2019)
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menarik dan mengedukasi masyarakat ini untuk ikut berpartisipasi dan

meningkatkan angka partisipasi secara menyeluruh.

Beberapa strategi sosialisasi tersebeut dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Komunikasi tatap muka

Artinya pada sosialisasi metode ini dapat dilakukan dengan cara KPU
Kabupaten Boyolali berkomunikasi langsung pada masyarakat pada beberapa
segmen, yang akan disosialisasikan tentang pengetahuan atau wawasan mengenai
pemilu yang akan datang dan membuat mereka terdorong untuk ikut serta dalam
partisipasi, hal semacam ini dilakukan dengan cara seminar, sarahsehan dan lain

sebagainya.

a. Pelaksanaan sosisalisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu ini merupakan proses penyampaian informasi
tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan
serta menjadi hubungan sosial dengan masyarakat sehingga
masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi pada
pelaksanaan pemilu. KPU Kabupaten Boyolali dalam upaya
meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum
2019, tindakan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi dengan

target sasaran yaitu kepada delapan segmen pemilih:

1. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen Pemilih

Pemula
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Materi yang disampaikan oleh KPU telah disesuaikan
dengan segmen ini. Hal tersebut dapat dilihat dari muatan
materi sosialisasi yang disampaikan yaitu lebih berorientasi
untuk membangun pemahaman, kesadaran kepada pemilih
pemula tentang pentingnya peran pemuda dalam kegiatan
demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting untuk
seluruh wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting
untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah
pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu
meliputi remaja SMA/SMK sederajat dan masyarakat umum
yang baru memasuki usia 17 tahun yang secara pemahaman
dan pengalaman mengenai pemilu masih minim. Metode yang
digunakan dalam sosialisasi pada segmen ini adalah berupa
tatap muka dengan pola penyampaian seperti ceramah, dialog,
simulasi serta permainan game yang berisikan pesan-pesan

kepemiluan.

. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen

Pedagang

KPU menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal dan
program pemilihan, menghimbau kepada pedagang untuk
menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan, dari materi-

materi terebut sudah menerangkan tentang gambaran umum
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pemilu yang akan berlangsung, serta dapat mendorong
keterlibatan pedagang untuk menggunakan hak pilihnya.
Metode yang dilakukan oleh KPU dalam menghadapi segmen
ini adalah berupa tatap muka dengan pola seperti memberikan
himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak
pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti
brosur, pamphlet, poster dll. KPU memilih menggunakan
metode ini karena disesuaikan dengan kesibukan aktifitas

pedagang.

. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen

Masyarakat Adat

Materi yang disampaikan oleh KPU vyaitu mencakup
informasi tentang tahapan, , jadwal, dan program pemilihan
serta himbauan kepada masyarakat adat untuk ikut mmberikan
hak pilihnya di pemilu 2019. Sosialisasi terhadap segmen ini
sangat penting dikaenakan masyarakat adat ini mempunyai
pengaruh d masyarakat umum, sehingga dapat diajak kerjasama
dalam hal menyebarluaskan informasi tentang pemilu kepada

masyarakatumum.

Metode yang dilakukan berupa tatap muka dengan model
ceramah, dialog, simulasi tentang tata cara pencoblosan yang

benar serta pembagian alat peraga sosialisasi. Metode ini
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dilakukan agar dapat memberikan pemahaman dan kesadaran
kepada masyarakat adat tentang pentingnya partisipasinya pada
pelaksanaan pemilu, serta mencegah terjadinya kesalahan saat

pencoblosan.

. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen

Masyarakat Disabilitas

KPU dalam segmen ini selain memberikan informasi terkait
pemilu juga lebih kea rah motivasi serta dukungan kepada
penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya
sebagai warga negara dengan memberikan perlakuan khusus
kepada mereka saat pelaksanaan pemilu, dengan begitu akan
mampu menekan angka golput dari masyarakat segmen ini.
Metode yang dilakukan adalah berupa pola ceramah serta
dialog dan juga melakukan simulasi pencoblosan , KPU juga
ingin menjalin  ikatan emosional dengan masyarakat

penyandang disabilitas

. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen Pemilih

Komunitas

Sosialisasi yang disampaikan berupa ajakan kepada pemilih
komunitas untuk menggunakan hak suaranya pada saat
pencoblosan, penyampaian tentang tanggal pelaksanaan pemilu

serta pengenalan kandidat, target dari komunitas ini adalah



63

yaitu komunitas gomes, pecinta alam, kelompok tani dan lain-
lain. Metode yang dilakukan adalah seperti simulasi game,
dialog serta pembagian alat peraga. Pelaksanaan sosialisasi
dibuat sesuai dengan kelompok masing-masing misalnya
kepada kelompok pecinta alam, KPU membuat sosialisasi

seperti perkemahan, dan lain sebagainya.

6. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Segmen

Masyarakat Agama

Materi muatan yang disampaikan meliputi informasi
tentang tahapan jadwal, program pemilihan, informasi
pasangan paslon, serta ajakan dalam memberikan hak
suaranya di pemilu tahun 2019 ini. Sedangkan sasaran
pelaksanaan pada segmen ini, meliputi organisasi keagamaan,
jamaah pengajian , kelompok pemilih perempuan, jamaah
tahlil, serta umat gereja, masyarakat hindu dan budha .
menggunakan metode tatap muka dengan bentuk ceramaah,

dialog , simulasi disertai dengan pembagian alat peraga pemilu

7. Sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali Kepada Masyarakat

Umum

Sasaran dari segmen ini adalah seluruh masyarakat
umum Yyang berada disetiap Desa dan Kelurahan Se

Kabupaten Boyolali . karena sasarannya adalah masyarakat
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umum maka metode yang digunakan yaitu berupa tatap muka,
serta penggunaan media massa . metode pada tatap muka kali
ini adalah berupa ceramah, dialog, serta pembagian alat peraga
sosialisasi dengan memanfaatkan aktivitas warga . media
massa ini menggunakan media cetak, media sosial media

elektronik, dan media publik lainnya.

2. Media Massa

Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa peran media massa juga turut
andil dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat, melalui media massa
sebagai alat KPU untuk memberikan informasi atau hal-hal apapun yang
bertujuan untuk mengedukasi masyarakat serta membuat masyarakat terdorong
untuk ikut serta dalam pemilu. Terlebih lagi sosial media yang memang dewasa
ini sangat mudah masuk kedalam zona pemuda, KPU gencar-gencar memberikan
informasi lewat social media milik KPU Kabupaten Boyolali.  Dalam
melaksanakan tugasnya KPU bekerjasama dengan media publik seperti Radio
dalam menyampaikan informasi terkait dengan pemilu contohnya di Radio
Karysma FM yang setiap jeda iklan memutar rekaman yang berisi informasi
pemilu, kemudian di media cetak KPU Boyolali juga bekerja sama dengan Koran
Radar Solo untuk memberikan space kepada KPU untuk memuat gambar ataupun
tulisan yang berisi informasi mengenai pemilu. Di media sosial KPU mempunyai
beberapa media yang pertama Instagram, akun instragram milik kpu ini

mempunyai nama @Kkpu_boyolali_official semua isi didalam akun ini berisi
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informasi mengenai pemilu. Isi dimedia sosial ini terbilang ringan dan mudah
dipahami untuk seluruh masyarakat bahkan yang awam, jadi lebih memudahkan
masyarakat untuk tetap memperoleh info terbaru terkait pemilu. Kemudian ada
media berbasis web milik KPU Kabupaten Boyolali , juga untuk memberikan
informasi kepada masyarakat sebagai pemilih atau sebagai pelaku pada pemilihan

umum. Dapat dibuka di https://kpu-boyolali.go.id , dilaman web ini tersedia

berbagai informasi mulai dari tahapan pemilu, daftar calon tetap, hingga

peraturan-peraturan yang mengatur kerja KPU Kabupaten Boyolali.

3. Bahan sosialisasi

Artinya dalam melakukan sosialisasi ini KPU Kabupaten Boyolali
mempersiapkan beberapa alat peraga agar lebih menarik seperti contohnya
spanduk, baliho, pamphlet, brosur, stiker dan lain sebagainya. Alat perwaga ini
diberikan kepada masyarakat ketika KPU Kabupaten Boyolali melakukan
sosialisasi. atau bahkan KPU sendiri dibantu para relawan demokrasi melakukan
pemasangan dan pembagian secara mandiri dijalan-jalan. Khusus untuk baleho
atau spanduk di pasang di tempat yang strategis menurut KPU IKabupaten
Boyolali, seperti di pinggir jalan umum yang sering dipakai untuk jalan
masyarakat, sehingga dimanapun masyarakat membutuhkan informasi disitu telah

tersedia

4. Mobilisasi massa

KPU kabupaten Boyolali dalam proses menjalankanprogram sosialisasi ini

berencana dan akan merealisasikannya melalui kegiatan kemasyarakatan yang


https://kpu-boyolali.go.id/
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melibatkan seluruh lapisan masyarakatnya seperti akan membuat agenda acara
jalan-jalan sehat (JJS), sepeda santai dan sebagainya, dengan ini KPU Kabupaten
Boyolali lebih aktif untuk memberikan informasi pesta demokrasi yang akan
datang guna mendorong masyarakat untuk turut andi berpartisipasi didalamnya.
Dengan adanya agenda yang dikonsep oleh KPU menjadi acara yang ringan
namun tetap ada nilainya maka strategi untuk mengumpulkan massa dengan
kegiatan seperti jalan sehat dan juga konser music dapat menambah minat dari

masyarakat untuk ikut didalamnya

5. Pemanfaatan budaya lokal

Budaya lokal ataupun tradisi masyarakat tentu juga menjadi media yang
sangat efektif guna menarik perhatian masyarakat, hal ini kemudian digunakan
oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk media menyampaikan informasi dan
bersosialisasi kepada masyarakat. Melalui media ini diharapkan interaksi yang
dilakukan KPU dibutuhkan oleh pemilih guna mengedukasi Kabupaten Boyolali
dengan masyarakat berjalan baik dan mencapai tujuan sebenarnya Yyaitu
mendorong masyarakat untuk turut andil menggunakan hak pilihnya di pesta

demokrasi selanjutnya.

KPU menarik para budayawan lokal, sanggar tari yang ada di Kabupaten
Boyolali untuk ikut memeriahkan agenda yang dibuat oleh KPU guna menarik
minat masyarakat di event KPU ini. Kegiatan dikemas sedemikian menarik agar
masyarakat minimal datang menyaksikan penampilan-penampilan dan arahan dari

para anggota KPU Kabupaten Boyolali
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6. Papan pengumuman KPU Kabupaten Boyolali

Selain beberapa metode yang digunakan tersebut, KPU Kabuoaten
Boyolali juga memajang segala informasi dan dibutuhkan oleh pemilih guna
untuk mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar kantor KPU Kabupaten
Boyolali. Meskipun media sosial sekarang ini lebih diminati namun, KPU
Kabupaten Boyolali tetap menggunakan papan pengumuman sebagai salah satu
sarana penyedia informasi. Berisi tentang daftar calon tetap dan lain-lain.
Biasanya papan ini hanya dipergunakan oleh masyarakat yang mempunyai

kepentingan dengan pemilu ( Caleg)

7. Website resmi KPU Kabupaten Boyolali

Strategi terakhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam
mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi kepada
masyarakat juga tertera di website resmi KPU Kabupaten Boyolali. Di dalam
website tersebut segala informasi tersedia terkait profil KPU Kabupaten Boyolali
sampai pada informasi mengenai berita terbaru terkait pemilu. Dapat dibuka di

https://kpu-boyolali.go.id . website resmi milik KPU Kabupaten Boyolali ini

berisikan informasi lengkap terkait dengan pemilu serta ajakan untuk ikut

berpartisipasi didalamnya.

Dari paparan diatas kurang lebih ada 7 (tujuh) strategi atau cara dari KPU
Kabupaten Boyolali dalam rangkat meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kemudian konten atau isi dari semua strategi itu yakni memberikan gambaran

secara menyeluruh terhadap pemilihan umum. Seperti yang disampaikan oleh
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Bapak Abdullah selaku Komisioner KPU Kabupaten Boyolali divisi SDM dan

Parmas:

“ jumlah pemilih pemula di Kabupaten Boyolali kurang lebih 30%, angka
ini angka yang cukup bisa mempengaruhi perolehan suara para calon.
Sebenarnya dalam hal memlilih ini pemilih pemula itu cenderung lebih
mudah dibanding dengan pemilih yang sudah pernah mencoblos
sebelumnya, namun Kita juga tidak bisa mengesampingkan segmen yang
lain missal segmen masyarakat agama, budaya, komunitas, disabiltas , tapi
yang menjadi fokus KPU itu ketika kita menyampaikan sosialisasi itu
adalah masalah memerangi hoax, politik uang dan SARA, inilah yang
menjadi fokus, salah satu fokus KPU Boyolali dalam mengadakan
sosialisasi, karena diera sekarang, diera yang semua akses informasi
mudah, para pemilih pemula ini ditakutkan tidak bisa menyaring info-info
yang mengandung 3(tiga) hal yang sudah saya sampaikan tadi. Strategi
yang kami pakai adalah yang pertama tatap ,muka, dengan cara datang ke
sekolah-sekolah serta kita datangi organisasi-organisasi kepemudaan,
seperti IPNU, IPPNU, IMM Karang Taruna dan organisasi lainnya, kami
bekerja sama dengan RELASI (relawan demokrasi) yang intens
memberikan edukasi, yang kedua adalah netizan( dunia maya) KPU
Boyolali mempunyai 7 admin untuk mengelola media massa”>®

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber kedua bahwa pemilih  di
Kabupaten Boyolali memiliki berbagai macanm latar belakang yang juga
mempunyai potensi yang sangat besar bagi lumbung suara masing-masing calon,
apabila tidak diarahkan dan diedukasi yang ditakutkan para pemilih yang masih
awam ini ikut terbawa oleh arus hoax, politik uang dan SARA yang memnag
dewasa ini sangat deras di media social hanya demi satu suara bagi masing-msing
calon. Agar sosialisasi ini efektif maka KPU ketika memberikan edukasi dalam
bentuk sosialisasi ini harus melakukan 5 unsur yang harus dilakukan oleh KPU

yakni:

55 Abdullah, Wawancara,(Boyolali 13 Mei 2019)
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a. Memperkenalkan surat suara

Karena mereka belum pernah sama sekali melakukan pemilihan, hal ini
adalah hal mendasar mengingat pemilu tahun 2019 tidak hanya memilih
Presiden dan Wakil Presiden namun juga DPR, DPD, DPRD
Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, maka akan banyak jenis surat suara

yang masing-masing berbeda

b. Mengenalkan Daftar Calon Tetap

Tidak hanya surat suara namun juga daftar calon tetap peserta pemilu yang
mengikuti kontestasi demokrasi tahun ini, ada 16 partai , 20 DPD, dan

calon presiden dan wakil presiden

c. Tata cara pemungutan Suara ( Ke TPS)

Pemilih diberi edukasi tahapan bagaimana memberikan suara di TPS, juga
akan diberikan demonstrasinya/ prakteknya di dalam kegiatan sosialisasi

itu

d. Menolak tiga hal ( Hoax, Politik Uang , Sara)

e. Arti Penting Pemilu

KPU Kabupaten Boyolali memberikan materi pengertian Pemilu, tujuan
pemilu.
Dalam pelaksanaan nya KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan

tugas dan kewajiban semaksimal mungkin meskipun tetap ada beberapa kendala
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yang memang diluar kendali dari KPU Kabupaten Boyolali. Dari paparan diatas
memang KPU Kabupaten Boyolali ini telah sesuai dengan pasal 7 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 tentang
Sosialisasi, Pendidikan  Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Mengenai materi sosialisasi Pemilu. Namun
besar harapan bahwa KPU Kabupaten Boyolali dapat memaksimalkan semua
jobdes yang telah diberikan oleh KPU.

Senada dengan jawaban bapak Abdullah , Ibu Kiki selaku Kasubag

Teknis menerangkan bahwa:

“KPU Kabupaten Boyolali bekerja keras untuk melakukan sosialisasi ke
sekolah-sekolah dengan gencar karena memang kami ingin, para pemilih
yang notabene masih pertama kali ini memiliki gambaran yang nyata
terhadap pemilu, selain juga agar mereka terhindar dari hoax-hoax
murahan yang bertebaran diluar sana,, yang menjadi problem ketika
waktu yang dibutunhkan untuk sosialisasi ini terlalu singkat untuk
menyebarkan personil kami ke semua sekolah di 19 kecamatan, sehingga
tidak bosa maksimal kami hanya bisa mengambil beberapa sample dari
19 kecamatan untuk kami beri sosialisai ini, jadi seperti perwakilan . tapi
memang kami akui bahwa pemilih tahun ini lebih mudah diajak untuk
peduli terhadap pemilu ini. Kurang lebih KPU Kabupaten Boyolali sudah
memenuhi tugasnya dengan baik”>®

KPU sebagai sastu-satunya lembaga yang diberi legitimasi untuk
menjalankan pemilihan umum memang sudah kewajibannya dalam mensukseskan
pemilihan umum ini. Dari paparan narasumber ketiga tadi memang terlihat ada
beberapa kendala, namun disisi baiknya masyarakat sudah bisa mulai diajak untuk
mengerti pemilu dari mulai pengenalan calon sampai dengan menggunakan hak

pilihnya. KPU mewanti-wanti agar KPU Kabupaten semuanya bisa

% Kiki, Wawancara, (Boyolali, 14 mei 2019)
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meningkatkan partisipasi masyarakatnya,jangan sampai ada penurunan angka

partisipasi.

Mengantisipasi hal itu KPU juga tetap akan melakukan sosialisasi guna
mengedukasi semua masyarakat agar paham dan mengerti mengenai gejolak
politik yang terjadi sehingga mereka mempunyai kesadaran diri untuk tetap

menggunakan hak pilihnya demi keberlangsungan hidupnya lima tahun kedepan.

Dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum,
untuk melakukan sosialisasi KPU juga diberikan garis-garis haluan apa saja yang
harus dilakukan ketika berhadapan dengan sosialisasi, pdan partisipasi politik,
seperti yang disampaikan oleh Ibu Febri selaku Kasubag Hukum KPU Kabupaten
Boyolali:

‘kami melakukan semua hal dalam rangka menyelenggarakan poemilu

ada peraturannya, kalua berbicara mengenai sosialisasi dan untuk

meningkatkan partisipasi, KPU mempunyai peraturan no 10 tahun 2018

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, itu sudah modal yang cukup untuk

kami dalam rangka meningkatkan partisipasi yang kita bahas ini,

meskipun memang belum maksimal, dari 1005 kami sudah melakukan
85%, sisanya tergantung mereka para masyarakat’>’

Seperti yang dipaparkan tadi bahwa, PKPU no 10 tahun 2018 Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum adalah seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat
untuk memberikan kemudahan bagi KPU dalam menjalankan tugasnya didalam

Peraturan KPU ini tercantum mulai dari;

57 Febri, Wawancara , (Boyolali, 13 Mei 2019)
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a. pengertian umum,

b. asas

c. ruang lingkup,

d. tujuan,

e. sasaran,

f. materi

g. metode

h. pendidikan pemilih

I. partisipasi masyarakat

J. hak dan kewajiban masyarakat

k. sosialisasi pemilu

I. survey pendapat dan perhitungan cepat

m. peran pemrintah dan pemerintah daerah

meskipun peraturan ini sudah dirancang untuk KPU agar Dbisa

meningkatkan partisipasi pemilih, namun dalam meningkatkan partisipasi
diperlukan tidak hanya KPU saja namun seluruh elemen masyarakat untuk turut
ikut bersama-sama bekerja sama memberikan sosialisasi dan pehaman kepada
masyarakat akan pentingnya turut ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun
ini. Elemen masyarakat yang dimaksud adalah perlu adanya peran dari tokoh
masyarakat, tokoh agama, bahkan tim sukses masing-masing calon untuk datang
melakukan interaksi atau pendekatan langsung kepada masyarakat memberikan
sosialisasi atau pemahaman terkait pentingnya berpatisipasi karena tidak dapat
dipungkiri bahwa peran dari pemilih ini akan sangat berdampak signifikan bagi

semua calon.
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Secara garis besarnya strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Boyolali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lebih menekankan adalah
dengan cara memberikan sosialisasi kepada segmen-segmen menyeluruh di
Kabupaten Boyolali secara langsung dibantu dengan para relawan demokrasi
Kabupaten Boyolali, dengan mengemas kegiatan sosialisasi menjadi kegiatan

yang menyenangkan dan dapat menarik minat warga Boyolali.

Hasil dari observasi penulis menemukan bahwa KPU Boyolali telah
berhasil menaikan angka partisipasi pemilih dari tahun 2014 yang sekitar 609.377
atau apabila didalam prosentase adalah sebesar 75,52%° meningkat menjadi
690.979 atau sekitar 84%° ini yang mendasari penulis mengatakan bahwa KPU
Kabupaten boyolali berhasil menaikkan angka partisipasi pemilih, bahkan lebih

besar dari target yang ditetapkan oleh KPU RI.

2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Seperti yang telah tertulis didalam Undang-undang no 7 tahu 2017 tentang
pemilihan umum pasal 18 j bahwa KPU memiliki tugas “mensosialisasi kan
penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Dari pasal ini memang jelas
menunjukkan tugas wajib dari KPU Kabupaten/Kota, yang memang itu faktor

pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

58 Data tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2014
59 Data tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2019
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Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Hukum KPU Kabupaten Boyolali

Ibu Febri dalam wawancara dengan penulis :

“kami ada undang-undang no 7 tahun 2017 itu yang memang menjadi
acuan kami secara umum. Memang benar dalam pasal 18 j kami KPU
memang punya tugas untuk mensosialisasikan ke masyarakat umum, nah
tapi pasal ini akan dijelaskan lebih jelas lagi didalam PKPU no 10 tahun
2018 yang tadi sudah saya jelaskan, mengapa partisipasi masyarakat
penting penting, kemudian apa saja yang harus dilakukan, saya rasa karena
itu tanggung jawab kami, itu yang menjadi faktor pendorong kami dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian pada masyarakat itu
sendiri, secara psikologi mereka tertarik pada sesuatu yang baru, kemudian
kerja sama antara lapisan masyarakat, mulai dari Bawaslu, Parpol, tokoh
masyarakat. ~ Kami sudah semaksimal mungkin, selebihnya kami
kembalikan ke individu masing-masing, ada beberapa hal juga terkait
faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini seperti pendidikan,
kesadaran politik, %

Didalam PKPU No 10 tahun 2018 memang sebagai penjelas bagi KPU
dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sosialisasi ini, ada beberapa nsasaran
pelaksanaan sosialisasi pemilu ini, sebagiamana yang tercantum dipasal 5 PKPU

no 10 tahun 2018 ;

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu meliputi komponen:8:

a. Pemilih yang berbasis:

=

Keluarga;

N

Pemilih pemula;
3. Pemilih muda;
4. Pemilih perempuan;

5. Pemilih penyandang disabilitas;

6 Febri, Wawancara , (Boyolali, 13 Mei 2019)
61 PKPU no 10 tahun 2018 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
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6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. Kaum marjinal,
8. Komunitas;
9. Keagamaan;
10. Relawan denokrasi;
11. Warga internet(netizan)
Seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa ada beberapa faktor yang

mempengaruhi partisipasi politik pemilih antara lain:

1. Pendidikan
Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik,
dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan
kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara,serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap
hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan Negara.
Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk
mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka
memahami dan menghayati betul- betul nilai-nilai yang terkandung dalam
suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari
penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang
mendukung sistem politik yang ideal itu.
2. Kesadaran Politik
Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai

warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang
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lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian
seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.
“Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada
pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah
rendah maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis)”.

Faktor Teknis pemilih, di mana pada saat pemilihan harus bekerja
diluar kota, atau sedang sakit, sikap Apatis pemilih terhadap
pelaksanaanpemilu yang tidak bisa membawa dampak secara langsung
kepada mereka,Kurangnya Sosialisasi baik oleh penyelenggara,
pemerintah ataupun peserta sendiri dalam bentuk kampanye, Tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik yang duduk di legislatif
maupun eksekutif,. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Kiki :

“kendalanya yang pertama, karena masyarakat melihat bahwa
pemilih itu masih merupakan hal bukan kewajiban, sehingga ada
segelintir masyarakat berpikir, “ah, itukan hak dia untuk memilih
atau tidak”, selain itu dari sisi wilayah Kabupaten Boyolalicukup
luas dan terbatasnya sumber daya manusia yang kita milikisehingga

kita membutuhkan kerja-kerja yang ekstra untuk bisamenjangkau
daerah-daerah yang ada di Kabupaten Boyolali

Dalam melakukan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih KPU
Kabupaten Boyolali juga mengalami hambatan , seperti yang disampaikan oleh
Kasubag Teknis Ibu Kiki bahwa:

“kita melakukan tugas sosialisasi ini, ada beberapa kendala atau

hambatan yang pertama masalah waktu dan masalah anggaran, yang

pertama masalah waktu, ada banyak sekali sekolah ataupun organisasi
yang harus Kkita datangi satu persatu, makanya dari KPU ini putar otak
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bagaiman caranya agar bisa dapat semua, yaitu dengan cara kita bikin
sistem delegasi per dapil sehingga dapat memaksimalkan di semuanya di
Boyolali ada 5 dapil, kemudian juga kita juga harus menyesuaikan jadwal
dari sekolah juga, ketika kami akan melakukan sosialisasi ternyata
sekol;ah yang kita datangitidak bisa karena ada uh=jian atau yang
lainnya. Kemudian masalah keuangan, anggaran kita terbatas, dengan
acara yang bermacam-macam”%?

Ada 2 hambatan secara umum dalam KPU meningkatkan partisipasi
pemilih yakni:

a. Waktu
Tahapan sosialisasi merupakan tahapan yang sangat penting karena
pada tahap ini KPU Kbupaten Boyolali melaksanakan tanggung
jawabnya. Kabupaten Boyolali mempunyai 19 kecamatan dengan
wilayah yang luas dengan waktu yang terbagi-bagi untuk mengurus
semua masalah terkait pemilu salah satunya adalah ini. Menjadikan
waktu yang ada untuk sosialisasi kepada seluruh segmen masyarakat

sedikit terhambat.

b. Anggaran

Terkait dengan sosialisasi pemilu memang tidak bisa
dipisahkan dengan anggaran. Anggaran diperlukan  untuk
memperlancar proses sosialisasi, seperti pengadaan barang alat peraga,
akomodasi dll. Kemudian dengan program-program yang diadakan
KPU Kabupaten Boyolali sepertijalan sehat, panggung Musik yang
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sedangkan anggaran dari

pusat itu terbatas.

62 Kiki, Wawancara, (Boyolali, 14 mei 2019)
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Dua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan
umum adalah tanggung jawab besar KPU Kabupaten Boyolali dalam memberikan
sosialisasi kepada masyarakat. Pendidikan dan kesadaran politik adalah masalah
yang tidak dapat diselesaikan sekali jalan oleh KPU. Harus ada sosialisasi yang
terstruktur, dan bertahap agar masyarakat dapat paham dengan berbagai informasi

yang diberikan ketika kegiatan sosialisasi ini dilakukan.

Dari KPU Kabupaten Boyolali mengakui bahwa memang 2 hal diatas
menjadi hambatan utama, namun dengan hambatan itu KPU Kabupaten Boyolali
telah berhasil menaikkan partisipasi masyarakat di Boyolali. Harapannya
semmoga hambatan-hambatan diatas dapat teratasi, mengingat akan semakin
banyaknya penduduk yang terus bertambah dari tahun ketahun tidak menutup

kemungkinan bahwa hambatan-hambatan yang lain muncul.

3. Strategi Ahlul-Halli Wal-‘Aqdi dalam Memilih Kepala Negara

KPU Kabupaten Boyolali dalam siyasah dusturiyah masuk kekajian
bidang siyasah tashri’iyah adalah salah satu bagian dari siyasah dusturiyah
yang membahas tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya,
meskipun lebih ditekankan mengenai badan legislatifnya tidak menutup
kemungkinan lembaga seperti KPU juga masuk keranah siyasah ini, karena
fungsinya tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Seperti yang telah diajarkan oleh Islam bahwasanya kemaslahatan
umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang

dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataulembaga
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pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang
ditimbulkan kemudian, serta setiap keputusan yang dikeluarkan harus
dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus
ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusaan yang memang benar
untuk kemaslahatan umat.

Mengutip dari pernyataan Quraish Shihab yang menyatakan bahwa
musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam
kehidupan social umat Islam. Syura memang merupakan tradisi arab pra
Islam yang sudah turun temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena
syura merupakan tuntunan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk
sosial.®® Artinya pada zaman pra Islam musyawarah juga telah dikenal hanya
saja tata cara dan prinsipnya berbeda dengan ketika Islam sudah dikenal
karena Islam lebih mengajarkan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan
dan penuh dengan kedamaian.

Musyawarah dilakukan oleh masyarakat untuk merumuskan dan
mencari solusi terhadap permasalahan yang akan atau sedang dihadapi guna
tetap mempertahankan kelangsungan kehidupan bermasyarakatnya, selain itu
musyawarah dalam mengamnil suatu keputusan. Dapat dikatakan pula bahwa
musyawarah ini merupakan metode dalam menyelesaikan permasalahan
secara lembut dan menjauhkan dari sikap anarkis dan perilaku kasaar. Yang
pada akhirnya akan memunculkan patokan musyawarah adalah tercapainya

keadilan yang berperikemanusiaan.

83 Quraisi Shihab, Wawasan Al-Quran ( Bandung, Mizan;1997) 45
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Karena musyawarah juga menyangkut kemaslahatan umat maka
dalam hal memilih pemimpin pun tak luput dari kata musyawarah dalam
masyarakat. Jika pada zaman Rasulullah dilakukan musyawarah dengan
duduk bersama untuk menentukan pemimpinnya maka pada konteks saat ini
musyawarah yang dimaksudkan adalah menyalurkan hak pilih suaranya dalam
kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu
dalam pesta demokrasi. Dalam pemilu juga terdapat prinsip musyawarah
karena setiap individunya diberi hak untuk memilih siapa yang akan
memimpin kelak lalu kemudian jumlah perolehan suara yang terbanyak maka
calon tersebut yang nantinya akan terpilih.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan hukum memilih seorang
pemimpin hukumnya adalah wajib hal ini didasarkan pada akal, sebab watak,
orang-orang berakal cenderung untuk tunduk danmengikuti segala peraturan
yang diterapkan oleh seorang pemimpin sekaligus melindungi mereka dari
bentuk ketidakadilan , memutuskan segala konflik dan permusuhan yang
terjadi diantara ummat atau masyarakat. Tanpa adanya seorang pemimpin
atau imam diantara umat atau masyarakat hal ini sangat berbahaya karena
mereka tidak ada yang mengatur sehingga mengakibatkan kekacauan.

Untuk prinsip musyawarah dalam Hukum Tata Negara Islam sendiri,
musyawarah dilakukan sebagai altrnatif mencari solusi dalam memecahkan
suatau permasalahan sehingga musyawarah tidak bisa dilakukan dengan

seenaknya saja tanpa mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan.



81

Adanya musyawarah untuk memecahkan permasalhan sehingga diperlukan
suara-suara dari pihak yang bermusyawarah sehingga tercipta kata sepakat.

Pengetahuan tentang siapa sosok yang akan menjadi pemimpin juga
masyarakat wajib mengetahuinya, terkait nama dan hal-hal lainnya yang
berkaitan dengan pribadi seorang yang akan diangkat sebagai pemimpin
terebut sehingga masyarakat disini dapat mengetahui secara global dan detail
tentang pemimpin yang akan memimpin mereka.

Maka telah jelas bahwa Islam telah mengajarkan pada tiap
individunya turut andi berpartisipasi dan tidak bersikap apatis terhadap
kepentingan umat demi kemaslahatan bersama. Masyarakat juga harus sama-
sama membantu lembaga negara untuk menjalankan program-program yang
telah disusunnya sebagi bentuk dari tanggung jawab yang diembvan lembaga
tersebut. Dalam hal ini adalah lembaga KPU Kabupaten Boyolali, maka
masyarakat haruslah mendukung serta ikut berpartisipasi didalamnya demi
mensukseskan mencapai tujuan yang diharapkan

Sebagaimana yang telah paparkan di bab sebelumnya bahwa di
dalam sejarah Islam, terdapat lembaga yang mempunyai tugas yang hampir
sama dengan Komisi Pemilihan Umum. Salah satu tugas besarnya ialah untuk
memilih pemimpin atau kepala negara di suatu wilayah. Lembaga yang
bernama ahlul-halli wal-‘4qdi ini adalah lembaga yang terdiri dari tokoh-
tokoh yang mempunyai kompetensi pada masanya. Tidak sembarang orang
bisa masuk dalam lembaga ini. Dulu sistem pemilihan kepala negara adalah

lewat lembaga ini, jadi bukan rakyat memilih secara langsung seperti



82

sekarang ( di Indonesia ), jadi yang dilakukan oleh ahlul-halli wal-‘4gdi ini
dalam memilih atau menetapkan kepala negara adalah dengan siding atau
musyawarah.

Jika ahlul-halli wal-‘aqdi berkumpul (musyawarah) untuk memilih
pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang
memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara itu,
kemudian mereka mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap
Syaratnya, serta orang yang mempunyai konduite bagus dimata masyarakat,
sehingga masyarakat segera ikut membaiatnya dan tidak menentangnya. Jika
seseorang dari masyarakat Islam telah terpilih oleh ijtihad manusia untuk
memangku jabatan pemimpin negara maka hal itu harus ditawarkan
kepadanya: jika ia setuju maka masyarakat segera membaiatnya dan baiat itu
menjadi sah baginya. Setelah itu, umat semuanya harus turut membaiatnya
dan juga taat kepada kebijakannya. Sedangkan jika orang itu menolak dan
tidak mau memangku jabatan itu maka ia tidak dapat dipaksa untuk
memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridha dan
hasil pilihan bebas, tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan.
Setelah ia menolaknya maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang
juga berkompetensi untuk memangkunya.

Jika ada dua orang calon pemimpin negara yang mempunyai kapasitas
yang sama maka didahulukan memilih calon yang lebih tua usianya.
Meskipun demikian, jika yang dibaiat adalah calon yang lebih muda, hal itu

tetap boleh.
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Adapun jika salah satu dari dua calon itu lebih berpengengalaman dan
yang kedua lebih berani maka dalam memilih salah satu dari dua calon itu
harus diperhatikan kebutuhan negara pada saat itu; jika negara saat itu
membutuhkan kekstriaan dan keberanian karena berkembangnya ancaman dari
luar negara dan timbulnya pemberontakan di dalam negara maka calon yang
lebih berhak untuk memangku jabatan. Sementara itu, jika negara sedang
membutuhkan tokoh berpengalaman dan pandaikarena diperlukan untuk
menenangkan dan mengalahkan orang-orang yang menyimpang dan para
pembuat bid’ah maka orang yang berhak memangku jabatan adalah yang lebih

berpengalaman

Dari paparan diatas terlihat memang lembaga ahlul-halli wal-‘A¢di ini
memang diberikan wewenang untuk memilah dan memilih kandidat kepala
negara. Dan juga dapat disimpulkan juga bahwa lembaga ahlul-halli wal-
‘Aqdi dalam memilih kepala negara menyesuaikan kebutuhan dan keadaan

dari negara yang akan dipimpin oleh kepala negara tersebut



BAB V
Penutup
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka
meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan beberapa program
kerja antara lain: komunikasi tatap muka, media massa, bahan
sosialisasi, mobilisasi massa, pemanfaatan budaya lokal papan
pengumuman KPU Kabupaten Boyolali, Website resmi KPU
Kabupaten Boyolali
KPU Kabupaten Boyolali mengemas kegiatan sosialisasi dengan
dipadukan dengan kegiatan yang dapat mengajak masyarakat untuk

ikut dalam kegiatan tersebut, seperti halnya jalan sehat, pagelaran seni

84



85

khas Boyolali, mengundang artis, dsb. Yang mana KPU dalam

melakukan program kerja menitikberatkan pada bertemu langsung

kepada masyarakat, kemudian mengemas informasi seringan mungkin.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain :

a. Pendidikan Politik

b. Kesadaran Politik

Inilah sebenarnya tugas utama dari KPU Kabupaten Boyolali
sebagai penyelenggaran pemilihan umum dalam rangka meningkatkan
partisopasi masyarakat. Apabila pendidikan dan kesadaran politik
masyarakat tinggi maka akan tinggi pula angka partisipasi politik

masyarakatnya.

3. Strategi yang dilakukan oleh lembaga Ahlul halli Wal-‘4¢di dalam
memilih kepala negara lebih kearah siding/atau musyawarah yang
mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing
negara atas kepala negara

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti
paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya stratregi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Boyolali tetap terus ditingkatkan agar partisipasi masyarakat semakin
meningkat,

2. Sebaiknya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat

dikenali dan dapat ditingkatkan oleh KPU Kabupaten Boyolali
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3. Sebaiknya strategi yang digunakan oleh lembaga Ahlul-Halli Wal-
‘Agdi dalam memilih kepala negara apabila digunakan di masa
sekarang harus ikut melibatkan masyarakat secara langsung dalam

memilih kepala negaranya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada anggota
KPU dan beberapa Kasubag KPU Kabupaten Boyolali, adapun pertanyaannya
meliputi:

1. Bagaimana Kondisi partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Boyolali di
tahun 2019?

2. Bagaimana Strategi KPU Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi
pemilih pemula?

3. Apa saja program atau bentuk dari strategi KPU?

4. Apa saja kendala yang dialami oleh KPU dalam rangka meningkatkan
partisipasi pemilih pemula?

5. Apa solusi dari hambatan yang dihadapi oleh KPU?

6. Sejauh mana batasan dari program-program KPU ini?

B. Panduan Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati respon warga masyarakat adat

Samin dan meminta pendapat mengenai strategi KPU kabupaten Boyolali
dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, meliputi :

1. Ketua KPU

2. Komisioner KPU

3. Kasubag Hukum

4. Kasubag Teknis



C. Foto-Foto

1. Foto bersama Bapak Ali Fahrudin Ketua KPU Kabupaten Boyolali

2. Foto Bersama Komisioner KPU Kabupaten Boyolali Bapak Muh.

Abdullah

3. Foto wawancara dengan Kasubag Hukum Ibu Febri
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4. Foto wawancara dengan Kasubag Teknis Ibu Kiki

5. Beberapa foto strategi sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Boyolali
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Kabupaten/Kota

No | KaBUPATEN/KOTA JUMLAH PEMILIH JUMLAH PENGGUNA HAK TINGKAT ||
TERDAFTAR (A3 + A4 +ATb)|  PILIH (A3 +A4+ATb) | KEHADIRAN (%)

1 | TEMANGGUNG 597.093| 509.410 85,32%||
2 | KUDUS 617.758 520. 84,27%)|
3 | KARANGANYAR 686.514) 549,36 80,02%!|
4 | MAGELANG 971.109) 768.071 79,
5 | KOTA SALATIGA 131.827 102.915| 78,07%)
6 | KOTA SURAKARTA 405.597 311178 76,72%
7 | KOTA MAGELANG 90.546) 68.910 76,10%,
8 | SEMARANG 759.630 570.318 75,08
9 | BOYOLALI 781.650 585.476 74,
10 | BANYUMAS 1.314.944 978.002 74,38%)
11 | SUKOHARIO 657.5 483.401 73,51%
12 | KOTA SEMARANG 1.130.252) 811.505| 71,80%
13 | WONOSOBO 661.371 470.115 71,08%|
14 | KOTA TEGAL 202.299) 143.742) 71,05%
15 | KLATEN 982.322 677.799 69,00%|
16 | WONOGIRI 856.334 590.587| 68,97%
17 | PURBALINGGA 737.674 504.489| 68,39%
18 | KENDAL 759.880 519.030] 68,30%)

JUMLAH PEMILIH JUMLAH PENGGUNA HAK TINGKAT
NO | KABUPATEN/KOTA | ronacrap(A3+A4+ATb)| PILIH(A3+A4+ATh) | KEHADIRAN (%)
19 | PURWOREJO 607.237 409.95 67,51%
20 | BANJARNEGARA 770.732 511.096] 66,31%|
21 | REMBANG 477.470 313.934 65,75%|
22 | CILACAP 1.447.881 946.272 65,36%
23 | SRAGEN 765.81 500.413] 65,34%
24 | TEGAL 1.189.81 770.012| 64,72%)
25 | KEBUMEN 1.053.495) 681.319 64,67%
26 | BATANG 589.5 374.058) 63,45%
27 | BLORA 690.823 434.192 62,85%)
28 | KOTA PEKALONGAN 218.301 134.861 61,78%
29 | PEKALONGAN 717. 442.400 61,66%
30 | JEPARA 848.065) 516.255 60,87%
31 | GROBOGAN 1.089.214 645.404) 59,25%
32 | PATI 1.014.59, 598.180 58,96%
33 | PEMALANG 1.082.135| 637. 58,94%
34 | BREBES 1.459.866) 841.738 57,66%)
35 | DEMAK 849.615| 486.698] 57,28%)|

71712019
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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI
Nomor :  800/PL.01.5-SD/3309/KPU-kab/1X/2018 Boyolali, 27 September 2018
Sifat Do
Lampiran : - :
Perihal . Persetujuan Pra-Penelitian Tugas Akhir

Yth.  Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di- MALANG

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2962/F.Sy.1/TL.01/09/2018 tanggal 18
September 2018 Perihal Pra-Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini Ketua Komisi Pemilihan
Umum Boyolali memberikan ijin untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul:
“ Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi
pemilih pemula dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Boyolali kepada yang tersebut dibawah ini :

NO. NAMA NIM FAKULTAS JURUSAN

1. Wibowo Saputra 15230006 Syariah Hukum Tata Negara

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

’KETUA,

=\ 1 hf‘\‘) U AN
. SISWADI SAPTO HARJONO

Tembusan :
1. Pertinggal.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi “A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi *B* SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIIl2011 (Hukum Bisnis Syariah)
JI. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website: http:/syariah.uin-malang.ac.id/
BUKTI KONSULTASI
a : Wibowo Saputra
/Jurusan : 15230006/Hukum Tata Negara
:n Pembimbing : Ahmad Wahidi M.H.I
1 Skripsi :STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No Hari/Tanggal Materi Konsultasi araf
1. | Selasa, 19Februari 2019 | Proposal Skripsi €

2. | Selasa, 5 Maret 2019 BAB I 1 ¢
3. | Selasa, 19 Maret 2019 Revisi BAB | +

4. | Rabu, 27 Maret 2019 BAB II *
5. | Senin, 8 April 2019 Revisi BAB 11 ;
6. | Senin, 15 April 2019 BAB III

7. | Senin, 6 Mei 2019 Revisi BAB III |
8. | Senin, 13 Mei 2019 BAB IV .
9. | Rabu, 15 Mei 2019 Revisi BAB IV

10. | Senin, 24 Mei 2019 Revisi Abstrak dan ACC Skripsi :

92000031001

—NFP1965091

© BAK Fakultas Syariah
. » UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

OF MAULANA MALIKII



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wibowo Saputra

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 03 Maret 1997

Alamat : Dusun Sumberbeji, Desa
Kesamben, Kecamatan

Ngoro, Kabupaten Jombang

No. Handphone : 085225481076

Email

: wibowosaputra971@gmail.com

Riwayat Pendidikan

WRORE

4.

SDN 3 Brajan ( Boyolali )

SMPN 3 Mojosongo ( Boyolali)

MAN Kandangan ( Kediri )

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

1.
2.

Anggota UKM Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan”

Pengurus Bidang PSDA UKM Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan”
Tahun Buku 2017

Ketua Umum UKM Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan” Tahun Buku
2018

Ketua Pengawas UKM Koperasi “Mahasiswa Padang Bulan” Tahun Buku
2019

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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